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Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, putusnya perkawinan pun menimbulkan akibat hukum.
Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah mengenai pembagian harta bersama. Pembagian harta
bisa digjukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal di dalam gugatan cerai tidak menyebutkan
tentang pembagian harta, harus digjukan gugatan baru mengenai pembagian harta setelah putusan cerai
dikeluarkan oleh pengadilan. Hal ini menjadikan proses perceraian menjadi lambat dan berlarut-larut. Untuk
menyiasatinya, suami istri yang sudah sepakat akan pembagian harta biasanya membuat perjanjian
pembagian harta sebelum perceraian. Permasalahan dalam tesisini yaitu keberadaan pengaturan dan
kekuatan mengikat dari perjanjian pembagian harta sebelum perceraian. Dalam melakukan penelitian,
penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang
digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Simpulan berdasarkan permasalahan di atas adalah terkait dengan perjanjian pembagian harta sebelum
perceraian, tidak ditemukan peraturan yang eksplisit baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
maupun Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Karena
tidak dijelaskan dengan gamblang tentang diperbolehkan atau dilarang, maka dapat diartikan perjanjian
pembagian hartaitu dimungkinkan asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang
dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian tentulah berlaku sebagai undang-undang bagi
pembuatnya, dan karenanya bersifat mengikat. Untuk mencegah adanya pihak yang beritikad tidak baik
dengan cedera janji di kemudian hari, sebaiknya perjanjian pembagian harta sebelum perceraian dibuat
dengan akta notariil dan disampaikan ke pengadilan agar dapat dimasukkan ke dalam putusan pengadilan.
...... Since marriageis alegal act, legal separation or divorce also creates legal consequences, one of themis
the divison of marital property. The division of marital property and divorce can be filed at the same time.
When adivision of property were not mentioned in the divorce suit, a new lawsuit regarding that matter is
needed after divorce judgement issued by the court. This makes the divorce process to be slow and
protracted. As a solution, husband and wife who had agreed to the division of property usually make
arrangements before the divorce. Problems in this thesis are the existence of regulation and the binding force
of adivision of marital propery rsquo s agreement before divorce. Library research method isused in
conducting the research.

Conclusions based on the problems above are regarding of the division of property agreement before the
divorce, there are no explicit regulations either in the Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang
Undang Perkawinan or Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan. Becauseit is not clearly
explained wether it rsquo s alowed or prohibited, it means the division of property agreement was possible
aslong as it meets the terms of the validity of the agreement. Agreements are made in compliance with the
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terms of the validity of the agreement would have been valid as legidation for the author, and therefore
binding. To prevent tort liability later in the day, preferably division of marital property rsquo s agreement
before divorce has to be made by notary and submitted to the court in order to be incorporated into the
judgment.



